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ABSTRAK

Agama memainkan peran penting tidak hanya dalam membentuk perilaku
individu dan kelompok tetapi juga dalam memengaruhi struktur pemerintahan dan
kinerja ekonomi. Banyak negara memasukkan agama ke dalam konstitusi mereka,
dengan beberapa mengadopsi agama resmi negara sebagai dasar pemerintahan,
sehingga menciptakan negara teokratis. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi
hubungan antara agama dan tata kelola negara, serta hubungan antara agama dan
kinerja ekonomi. Data diambil dari World Bank dan Pew Research Center, yang
mencakup data PDB per kapita untuk periode 1990 dan 2022 di 133 negara, serta
estimasi populasi global berdasarkan agama pada tahun 2050 melalui teknik
komponen-kohort. Data dianalisis dengan pendekatan deskriptif dan komparatif
untuk mengkaji hubungan antara agama, tata pemerintahan, dan performa ekonomi
negara. Studi ini menemukan bahwa negara-negara dengan agama resmi negara,
yang didukung oleh pemerintah yang kuat dan pengelolaan sumber daya yang
bijaksana, cenderung mencapai hasil ekonomi yang lebih baik, sebagaimana
dibuktikan oleh tingkat PDB per kapita yang tinggi. Sebaliknya, negara-negara
dengan pemerintahan yang lemah atau tanpa dukungan agama yang jelas sering
mengalami stagnasi ekonomi. Temuan ini merekomendasikan pentingnya
mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam kebijakan pembangunan yang inklusif

dan berkelanjutan.

Kata kunci: Negara Teokratis; Agama Resmi Negara; Kinerja Ekonomi; PDB per

Kapita.



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat
rahmat dan karunia-Nya, laporan akhir penelitian ini dapat diselesaikan dengan
baik. Penelitian ini berjudul "Mengeksplorasi Hubungan Antara Agama, Negara,
dan Ekonomi: Sebuah Studi Global" yang bertujuan untuk memahami pengaruh
agama terhadap tata pemerintahan dan kinerja ekonomi di berbagai negara.

Laporan ini memaparkan hasil analisis data dari World Bank dan Pew
Research Center yang menunjukkan bahwa negara-negara dengan agama resmi dan
pemerintahan yang kuat cenderung memiliki kinerja ekonomi yang lebih baik.
Temuan ini memberikan gambaran penting tentang bagaimana integrasi nilai-nilai
agama dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para
pembuat kebijakan, akademisi, dan pihak-pihak terkait dalam mengembangkan
strategi pembangunan yang lebih efektif dan berkeadilan. Terima kasih kepada

semua pihak yang telah memberikan dukungan selama proses penelitian ini.
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1 PENDAHULUAN

Agama tidak hanya menjadi faktor yang memengaruhi perilaku individu
maupun kelompok, tetapi juga memainkan peran yang mendalam dalam
membentuk sistem pemerintahan suatu negara. Kehadiran agama dapat melahirkan
negara teokrasi dimana doktrin agama menjadi landasan kebijakan dan keputusan
negara. Pengaruh ini juga merambah hingga ke kesejahteraan ekonomi, menjadikan
hubungan antara agama dan tata kelola negara sebagai salah satu isu yang kompleks
dan sering kali kontroversial (Agusalim & Karim, 2023, 2024a, 2024b). Di berbagai
negara, keterlibatan agama dalam struktur pemerintahan menciptakan ketegangan
yang berdampak pada pluralisme dan kebebasan beragama. Goldstein (2022)
mencatat bahwa negara dengan basis keagamaan cenderung mengistimewakan
kelompok agama tertentu yang pada gilirannya dapat memunculkan konflik sosial
serta ketidakstabilan ekonomi. Dalam konteks global, peran agama berbeda-beda.
Negara-negara sekuler seperti di Eropa mungkin menunjukkan pengaruh yang
terbatas, sedangkan negara-negara yang mayoritas penduduknya religius sering kali
menjadikan ideologi agama sebagai instrumen negara (Minarik, 2021). Selain itu,
Ohlmann (2023) menyoroti pentingnya praktik sosial keagamaan sebagai mediator
antara negara dan rakyat, sedangkan Oztiirk dan Baser (2022) menunjukkan
bagaimana komunitas agama mampu memengaruhi kebijakan domestik maupun
global dengan dampak ekonomi yang luas.

Peran agama dalam tata kelola negara tidak dapat dilepaskan dari sejarahnya
yang panjang sebagai institusi sosial yang memengaruhi legitimasi dan stabilitas
politik. Sejak zaman kuno hingga modern, agama sering menjadi sarana bagi
penguasa untuk mendapatkan dukungan masyarakat dan memperkuat legitimasi
mereka. Hubungan erat antara agama dan negara ini menciptakan dinamika yang
kompleks, di mana peran agama dapat menjadi penguat stabilitas sosial atau justru
sumber konflik. Dalam konteks tertentu, agama berperan sebagai penjaga moralitas
publik yang dapat memengaruhi perilaku kolektif masyarakat, baik melalui
kebijakan yang dirancang oleh pemerintah maupun melalui lembaga keagamaan

yang bekerja di luar sistem pemerintahan formal.



Dalam dimensi ekonomi, agama memiliki peran yang tidak kalah signifikan.
Di beberapa budaya, lembaga keagamaan menjadi pendorong utama pertumbuhan
ekonomi, sementara di tempat lain, ekstremisme agama justru menjadi penghalang
(Golo & Novieto, 2022). Di Nigeria, misalnya, persaingan antar kelompok agama
untuk mendapatkan pengikut terbukti memengaruhi partisipasi ekonomi secara
langsung (Ottuh & Eboh, 2021). Globalisasi juga memperkuat dinamika ini,
membawa tantangan sekaligus peluang baru dalam hubungan antara agama dan
ekonomi. Yusuf (2023) mencatat bahwa proses globalisasi tidak hanya mengubah
cara agama berinteraksi dengan sistem ekonomi, tetapi juga mendorong evaluasi
ulang terhadap peran agama dalam kebijakan ekonomi global. Dari perspektif
historis, Weber (1905) mengungkapkan bahwa agama dapat membentuk etos kerja
dan nilai-nilai seperti kejujuran dan sifat hemat, yang menjadi fondasi kapitalisme
modern. Namun, studi kontemporer seperti Petach (2023) menunjukkan sisi lain, di
mana tingkat keterlibatan agama yang tinggi dalam masyarakat tertentu dapat
menjadi hambatan bagi pembangunan ekonomi. Penemuan ini menggambarkan
bahwa agama bukan hanya sistem moral, tetapi juga elemen kompleks yang
memengaruhi dinamika ekonomi secara mendalam.

Kehadiran agama dalam ekonomi juga melibatkan peran budaya dan
kelembagaan yang memengaruhi kebijakan publik dan praktik ekonomi. Barro dan
McCleary (2019) berargumen bahwa agama dapat menjadi salah satu aspek budaya
yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui
pembentukan norma sosial yang mendukung kerja keras dan efisiensi. Perspektif
ini didukung oleh Spolaore dan Wacziarg (2013), yang menunjukkan bahwa faktor-
faktor jangka panjang seperti sejarah dan budaya, termasuk agama, memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas dan pendapatan per kapita.
Dengan demikian, agama tidak hanya menjadi kerangka moral bagi individu, tetapi
juga berfungsi sebagai kekuatan struktural yang membentuk dinamika ekonomi
suatu negara.

Kendati demikian, masih terdapat kekosongan dalam penelitian yang
menyelidiki hubungan antara agama, negara, dan ekonomi secara holistik. Literatur
yang ada sering kali memperlakukan agama dan negara sebagai entitas terpisah,

sehingga mengabaikan peran agama dalam membentuk kebijakan publik dan hasil



ekonomi. Cosgel et al. (2020) menekankan pentingnya legitimasi dalam hubungan
antara negara dan lembaga keagamaan, sementara Golo dan Novieto (2022)
menyerukan integrasi keyakinan keagamaan dalam proses pembangunan,
khususnya di wilayah seperti Afrika, di mana agama memiliki peran sentral dalam
kehidupan sosial dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani gap
tersebut dengan menyatukan analisis historis, sosial, dan ekonomi untuk memahami
bagaimana agama berkontribusi atau menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi
serta memengaruhi stabilitas sosial dan kebijakan negara.

Selain itu, globalisasi telah memberikan warna baru dalam interaksi antara
agama, negara, dan ekonomi. Proses ini telah menciptakan lingkungan di mana
agama tidak hanya berfungsi dalam lingkup lokal, tetapi juga memainkan peran
penting dalam arena internasional. Oztiirk dan Baser (2022) mencatat bahwa
komunitas agama sering kali melampaui batas-batas nasional untuk memengaruhi
kebijakan luar negeri, sehingga berdampak pada hubungan ekonomi global.
Contohnya adalah bagaimana beberapa organisasi keagamaan transnasional
berkontribusi pada pembangunan ekonomi melalui program bantuan sosial, tetapi
juga menghadapi tantangan dalam menavigasi kompleksitas politik dan ekonomi di
tingkat global. Dalam konteks ini, agama menjadi lebih dari sekadar sistem

kepercayaan; ia menjadi aktor yang signifikan dalam dinamika global.



2 METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian kepustakaan dan deskriptif
komparatif dengan pendekatan kuantitatif untuk menyelidiki hubungan antara
struktur agama negara dan indikator ekonomi, khususnya PDB per kapita (Kumar
et al., 2022; Zou & Zu, 2023; Barro & McCleary, 2023; Kishi et al., 2017). Secara
empiris, penelitian ini bergantung pada data sekunder yang diperoleh dari dua
sumber utama, yaitu Bank Dunia, yang menyediakan data PDB per kapita untuk
tahun 1990 dan 2022, serta Pew Research Center, yang memperkirakan populasi
global berdasarkan agama untuk tahun 2050 (Hackett et al, 2015). Penelitian ini
mencakup 133 negara yang dikategorikan ke dalam empat kelompok utama
berdasarkan hubungan mereka dengan agama negara: 29 negara dengan agama
negara resmi, 28 negara dengan agama negara yang lebih disukai atau diutamakan,
71 negara tanpa agama resmi atau yang lebih disukai, dan lima negara dengan
hubungan yang bermusuhan dengan institusi keagamaan (Kishi et al., 2017).
Melalui kategorisasi ini, dapat dilakukan analisis deskriptif komparatif tentang
kinerja ekonomi di antara kelompok negara-negara tersebut.

Untuk mencapai tujuannya, penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif
dan komparatif (Kumar et al., 2022; Zou & Zu, 2023). Analisis deskriptif
memberikan gambaran rinci tentang literatur yang ada, mengidentifikasi pola, tren,
dan tema yang relevan. Selain itu, studi kasus dari berbagai negara digunakan untuk
menggambarkan bagaimana agama berinteraksi dengan sistem pemerintahan dan
kerangka ekonomi. Pendekatan komparatif memungkinkan pemeriksaan lebih
mendalam tentang perbedaan dan persamaan dalam cara agama mempengaruhi
kebijakan publik dan hasil ekonomi dalam berbagai konteks budaya. Pengumpulan
data menggunakan sumber sekunder, dan teknik analisis deskriptif digunakan untuk
mengorganisir, mendeskripsikan, dan mengklasifikasikan data secara objektif,
yang dilengkapi dengan temuan empiris dari studi relevan lainnya (Aguinis, 2024).
Dengan metodologi ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman
yang komprehensif tentang peran agama dalam dinamika global, sambil mendorong
evaluasi yang lebih mendalam tentang hubungan kompleks antara agama, negara,

dan ekonomi dalam membentuk dunia modern.



3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hubungan Agama dan Negara

Para ilmuwan sampai saat ini belum menemukan kesepakatan dalam
mendefinisikan agama. Dalam kamus Oxford, agama didefinisikan sebagai
kepercayaan akan adanya tuhan atau dewa-dewa, dan kegiatan yang berhubungan
dengan pemujaan atau ajaran seorang pemimpin spiritual. Rujukan internasional
tentang definisi agama dapat dibaca dalam tulisan ilmuwan seperti Geertz (1973),
Durkheim (1912), Morreall (2014), atau Nongbri (2013).

Menurut Hirschl (2021), selama beberapa dekade terakhir, prinsip-prinsip
pemerintahan teokratis telah memperoleh dukungan publik yang sangat besar di
seluruh dunia. Johnson dan Koyama (2019) menjelaskan transisi dari keseimbangan
toleransi bersyarat, dimana kapasitas negara yang lemah memungkinkan kelompok
agama yang berbeda untuk hidup berdampingan di bawah sistem aturan identitas
berbasis agama, ke keseimbangan toleransi agama, dimana negara yang kuat
menerapkan aturan umum sekuler tanpa memerlukan agama sebagai kekuatan
legitimasi. Ini menyiratkan bahwa legitimasi agama dan kapasitas negara yang
tinggi saling bersubstitusi. Cosgel et al., (2020) mengeksplorasi kemungkinan
alternatif bahwa legitimasi agama dan negara yang kuat dapat saling melengkapi,
yaitu agama dan kapasitas negara yang tinggi bekerja sama untuk mengekstraksi
sumber daya dari warga negara. Hasilnya adalah keseimbangan aturan umum
agama dan sekuler di mana kapasitas negara yang tinggi dan agama saling
memperkuat. Penerapan aturan umum di era modern berbeda secara sistematis
antara masyarakat di mana kapasitas negara yang kuat adalah pelengkap daripada
sebagai pengganti agama

Kishi et al., (2017) telah berhasil memetakan hubungan agama dengan
negara. Bersama dengan tim pemrogram, mereka menganalisis konstitusi atau
undang-undang dasar setiap negara, bersama dengan kebijakan dan tindakan
resminya terhadap kelompok agama, untuk mengklasifikasikan hubungan agama
dengan negara ke dalam salah satu dari empat kategori berikut. Kategori pertama,

yaitu negara-negara dengan agama resmi memberikan status resmi pada agama



tertentu dalam konstitusi atau hukum dasarnya. Negara-negara ini tidak serta merta
memberikan manfaat kepada kelompok agama itu di atas yang lain. Tetapi, dalam
banyak kasus, mereka mendukung agama negara dalam beberapa hal. Kategori
kedua, yaitu negara-negara yang mempunyai preferensi terhadap agama memiliki
kebijakan atau tindakan pemerintah yang jelas-jelas mendukung satu (atau dalam
beberapa kasus, lebih dari satu) agama di atas yang lain, biasanya dengan
keuntungan hukum, keuangan, atau jenis praktis lainnya. Negara-negara ini
mungkin atau mungkin tidak menyebutkan agama yang disukai dalam konstitusi
atau undang-undang mereka; jika ya, itu sering kali sebagai agama "tradisional"
atau "historis" di negara itu (tetapi bukan sebagai agama resmi negara). Beberapa
negara ini juga menyerukan kebebasan beragama dalam konstitusi mereka,
meskipun dalam praktiknya, mereka tidak memperlakukan semua agama secara
setara.

Kategori ketiga adalah negara-negara yang tidak memiliki agama resmi atau
agama pilihan berusaha untuk menghindari memberikan manfaat nyata kepada satu
kelompok agama di atas yang lain (walaupun mereka bahkan dapat memberikan
manfaat bagi banyak kelompok agama). Misalnya, pemerintah Amerika Serikat
memberikan pembebasan pajak kepada organisasi keagamaan di bawah aturan yang
berlaku sama untuk semua denominasi. Banyak negara dalam kategori ini memiliki
bahasa konstitusional yang menyerukan kebebasan beragama, meskipun bahasa itu
saja tidak cukup untuk memasukkan sebuah negara ke dalam kelompok ini. Tim
pembuat kode harus menentukan bahwa negara-negara ini tidak secara sistematis
mendukung satu atau lebih agama daripada yang lain. Kategori keempat, yakni
negara-negara yang memiliki hubungan perseteruan/permusuhan terhadap agama
menggunakan tingkat kontrol yang sangat tinggi atas lembaga-lembaga agama di
negara mereka atau secara aktif mengambil posisi agresif terhadap agama secara
umum. Beberapa negara ini mungkin memiliki konstitusi yang menyatakan
kebebasan beragama, atau pemimpin yang menggambarkan diri mereka sebagai
penganut agama tertentu.

Tabel 1 menunjukkan hubungan antara agama dengan sistem pemerintahan
menurut negara. Terlihat bahwa terdapat 43 negara yang memiliki agama resmi, di

antaranya 27 negara Islam, 13 negara Kristen, dua negara Buddha, dan satu negara



yang beragama Yahudi. Negara yang memiliki preferensi terhadap agama
berjumlah 40 negara dengan komposisi secara berurutan 30 agama Kristen, empat
agama Buddha, tiga agama Islam dan lima negara yang memiliki preferensi
terhadap beberapa agama. Negara sekuler berjumlah 106 negara dan negara yang

memiliki perseteruan dengan agama tertentu sebanyak 10 negara.

Tabel 1. Hubungan antara agama dan pemerintahan berdasarkan negara

Form of Religion Country
Government
Official state Islam (27) Afghanistan, Algeria, Bahrain, Bangladesh,
religion (43) Brunei, Comoros, Djibouti, Egypt, Iran, Iraq,
Jordan, Kuwait, Libya, Malaysia, Maldives,
Mauritania, Morocco, Oman, Pakistan,
Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Somalia,
Tunisia, United Arab Emirates, Western
Sahara, Yemen.
Christianity =~ Armenia, Costa Rica, Denmark, Dominican
(13) Republic, Greece, Iceland, Liechtenstein,
Malta, Monaco, Norway, Tuvalu, United
Kingdom, Zambia.
Buddhism Bhutan, Cambodia.
2)
Judaism (1)  Israel.
Preferred or Islam (3) Sudan, Syria, Turkey.
favored state Christianity ~ Andorra, Angola, Argentina, Belarus,
religions (40) (30) Bulgaria, Cape Verde, Equatorial Guinea,
Finland, Georgia, Guatemala, Haiti, Honduras,
Italy, Liberia, Moldova, Nicaragua, Panama,
Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Poland,
North Macedonia, Romania, Russia, Samoa,
Spain, Swaziland, Tonga.
Buddhism Myanmar, Laos, Mongolia, Sri Lanka.
“4)
Multiple Eritrea, Indonesia, Lithuania, Serbia, Togo.
religions (5)

No official or
preferred
religion (106)

Albania, Antigua and Barbuda, Australia,
Austria, Bahamas, Barbados, Belgium, Belize,
Benin, Bolivia, Bosnia-Herzegovina,
Botswana, Brazil, Burkina Faso, Burundi,
Cameroon, Canada, Central African Republic,
Chad, Chile, Colombia, Croatia, Cyprus,
Czech Republic, Democratic Republic of
Congo, Dominica, Ecuador, El Salvador,
Estonia, Ethiopia, Federated States of
Micronesia, Fiji, France, Gabon, Gambia,




Form of Religion Country
Government

Germany, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-
Bissau, Guyana, Hong Kong, Hungary, India,
Ireland, Ivory Coast, Jamaica, Japan, Kenya,
Kiribati, Kosovo, Latvia, Lebanon, Lesotho,
Luxembourg, Macau, Madagascar, Malawi,
Mali, Marshall Islands, Mauritius, Mexico,
Montenegro, Mozambique, Namibia, Nauru,
Nepal, Netherlands, New Zealand, Niger,
Nigeria, Palau, Philippines, Portugal, Republic
of Congo, Rwanda, San Marino, Sao Tomé¢ and
Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone,
Singapore, Slovakia, Slovenia, Solomon
Islands, South Africa, South Korea, South
Sudan, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St.
Vincent and the Grenadines, Suriname,
Sweden, Switzerland, Taiwan, Tanzania,
Thailand, Timor-Leste, Trinidad and Tobago,
Uganda, Ukraine, United States, Uruguay,
Vanuatu, Venezuela, Zimbabwe.

Hostile - Azerbaijan, China, Cuba, Kazakhstan,

relationship Kyrgyzstan, North Korea, Tajikistan,

with religious Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam.

institutions (10)

Source: Kishi et al., (2017), Pew Research Center

Di seluruh dunia, paling sedikit delapan dari sepuluh orang memiliki agama.
Sebuah studi demografis yang komprehensif lebih dari 240 negara dan wilayah
yang dilakukan oleh Hackett et al., (2015) bersama Pew Research Center (PRC)
tentang agama dan kehidupan publik memperkirakan bahwa pada tahun 2020 ada
6.52 miliar orang dewasa dan anak-anak yang berafiliasi dengan agama di seluruh
dunia, mewakili 84.45 persen dari populasi dunia. Penduduk agama Kristen
merupakan penduduk beragama terbanyak di dunia dengan jumlah populasi 2.38
miliar orang atau 31.12 persen dari populasi dunia. Penduduk beragama Islam
mempunyai populasi sebesar 1.91 miliar atau 24.91 persen dari populasi dunia.
Penduduk agama Hindu berjumlah 1.16 miliar orang atau sebanyak 15.17 persen
dari populasi dunia. Jumlah penduduk beragama Buddha sebanya 506.99 juta orang
atau 6.62 persen dari total populasi manusia. Penduduk beragama Yahudi
berjumlah 14.66 juta orang atau 0.19 persen penduduk dunia. Selain itu, terdapat
429.64 juta orang atau 5.61 persen dari total populasi mempraktikkan berbagai



agama rakyat atau tradisional, termasuk agama tradisional Afrika, agama rakyat
Tiongkok, agama penduduk asli Amerika, dan agama asli Australia. Diperkirakan
60.99 juta orang atau 0.80 persen dari populasi global menganut agama lain,
termasuk agama Baha'i, Jainisme, Sikhisme, Shintoisme, Taoisme, Tenrikyo,
Wicca, dan Zoroastrianisme, dan masih banyak lagi (lihat Gambar 1).

Pada saat yang sama, ditemukan bahwa sekitar satu dari tujuh orang di seluruh
dunia (1.19 miliar atau 15.59 persen dari penduduk dunia) tidak memiliki afiliasi
agama. Populasi yang tidak terafiliasi dengan agama termasuk ateis, agnostik dan
orang-orang yang tidak mengidentifikasi dengan agama tertentu. Survei
menunjukkan bahwa banyak dari mereka yang tidak terafiliasi memegang beberapa
keyakinan agama atau spiritual (seperti kepercayaan pada Tuhan atau roh universal)

meskipun mereka tidak mengidentifikasi diri dengan keyakinan tertentu.

Other
Folk Religions Judaism
Religions_  0.80% 0.19%
Buddhism 561%
6.62%
Christianity
Hinduiom 31.12%
15.17%
Unaffiliated
15.59%
Islam
24.91%

Gambar 1. Perkiraan Populasi Dunia Berdasarkan Agama pada Tahun 2020
Sumber: Hackett et al., (2015), Pew Research Center (diolah)

3.2 Hubungan Negara Teokrasi dan Ekonomi

Pada Mengaitkan agama dengan ekonomi tidak semudah membalikkan telapak
tangan. Ada ragam perdebatan yang cukup kontroversial tentang dampak agama
pada ekonomi dan hubungan kausalitas di antara keduanya. Agama yang berbeda

akan membawa preferensi politik yang berbeda dan menimbulkan perbedaan



ekonomi. Perbedaan tersebut akan menimbulkan beberapa isu baru untuk bidang
analisis kebijakan ekonomi. Sering kali dalam pembuatan kebijakan ekonomi
agama terlibat secara implisit dan eksplisit (Basten & Betz, 2013).

Pada masa abad pencerahan di dunia barat, terdapat pemikiran bahwa agama
dapat menghambat pembangunan sosial dan ekonomi yang diprakarsai oleh Marx
(1844). Agama dianggap semacam opium yang menciptakan kesadaran palsu
sehingga melemahkan perlawanan terhadap ketertindasan dan upaya keluar dari
kemiskinan. Di sisi yang berbeda, Weber (1905) mendukung pandangan yang
berlawanan. Alasan utama kemajuan dunia barat atau lahirnya kapitalisme di dunia
barat adalah karena ajaran agama, khususnya agama Protestan. Kemunculan
kapitalisme berkaitan erat dengan perkembangan etika agama. Hal inilah yang
menyebabkan mengapa daerah lain gagal mengembangkan masyarakat ekonomi
modern, meskipun kondisi alam, material, dan pasokan tenaga kerja mereka sama-
sama menguntungkan. Weber merupakan salah satu ilmuan terkenal yang dirujuk
sebagai penggagas awal yang mengaitkan agama dengan ekonomi. Agama dinilai
mampu merangsang pertumbuhan ekonomi karena menumbuhkan sifat-sifat
karakter seperti etos kerja, kejujuran, sifat hemat. Etos kerja berkaitan langsung
dengan semangat untuk bekerja keras guna merebut kehidupan dunia dengan
sukses. Ukuran sukses dunia juga merupakan ukuran bagi sukses di akhirat. Etos
kerja yang berorientasi pada dunia meliputi kerja keras untuk meminimalkan
penggunaan keuntungan sembari mengejar akumulasi profit dan menginvestasikan
keuntungan. Etos kerja adalah kekuatan paling penting dibalik kemunculan
kapitalisme modern.

Pemikiran Weber tersebut mendapat kritikan dari banyak pihak karena
menyatakan bahwa etika Protestan-lah yang membangkitkan semangat kapitalisme
di Eropa, dan pendapatnya mengenai etika utama agama-agama oriental tidak
kondusif bagi perkembangan kapitalistik di Asia. Roa (1969) merangkum empat
kritikan tajam, yaitu (1) ada pandangan bahwa bukan Protestantisme tetapi Katolik
atau Yahudi yang bertanggung jawab atas kebangkitan kapitalisme, (2) hubungan
antara kapitalisme dan agama dilihat melalui ujung teleskop yang salah, etika
Protestan adalah hasil dari kebangkitan, pemikiran kapitalis, (3) tidak ada hubungan

antara agama dan tindakan ekonomi, dan bahwa kebangkitan kapitalisme dapat
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dijelaskan tanpa referensi agama, dan (4) tidak ada kontribusi agama sama sekali
terhadap pertumbuhan ekonomi.

Benturan pemikiran Marx (1844) dan temuan Weber (1905) mengundang satu
pertanyaan penting, yaitu apakah beberapa agama telah mendorong atau
mengecilkan kesejahteraan ekonomi dengan memaksimalkan insentif bagi orang
percaya lebih atau kurang daripada yang lain. Apakah agama yang berbeda sama-
sama mendukung perkembangan kapitalis dan mendorong sikap yang kondusif bagi
pertumbuhan ekonomi atas dasar teologis dan etis? Barro dan McCleary (2003,
2019) dan McCleary dan Barro (2006) menyatakan bahwa pada dasarnya masing-
masing agama besar memiliki beberapa mekanisme untuk mempromosikan upaya
kerja dan akumulasi kekayaan, yang berkontribusi pada kesuksesan ekonomi. Milik
pribadi, pasar bebas, kerja sama, toleransi, kepercayaan kepada pemerintah dan
sistem hukum, dan persaingan (tidak merusak) adalah nilai-nilai yang diapresiasi
oleh semua agama besar yang ada.

Beberapa literatur ekonomi telah mencoba menghubungkan agama dengan
kinerja ekonomi (Becker et al., 2021; Barro & McCleary, 2019; Mayoral &
Esteban, 2019; Karachuka, 2018; Noland 2005). Salah satu ukuran utama dalam
mengukur kemajuan ekonomi suatu negara adalah dilihat dari nilai Produk
Domestik Bruto (PDB) dan PDB per kapita (Romer, 2019). Barro dan McCleary
(2019) menyatakan bahwa dalam penelitian empiris terkini, variabel penjelas yang
dianggap penting dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah PDB per
kapita, modal manusia, tingkat tabungan, keterbukaan perdagangan, pengeluaran
pemerintah, lingkungan politik dan kelembagaan, serta supremasi hukum. Mereka
berpendapat bahwa untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi, tidak cukup hanya
dilihat dari aspek ekonomi, sosial, dan politik, melainkan juga harus diperluas pada
aspek budaya. Di dalam buku mereka yang berjudul “The Wealth of Religions: The
Political Economy of Believing and Belonging", dijelaskan bahwa agama memiliki
potensi untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam suatu masyarakat.
Mereka mencatat bahwa agama-agama yang mendorong prinsip-prinsip seperti etos
kerja keras, pendidikan, dan pengelolaan keuangan cenderung memberikan
kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Keyakinan agama ini dapat

memotivasi individu untuk lebih berinvestasi dalam pendidikan, bekerja lebih
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keras, dan mengelola keuangan mereka dengan bijaksana. Dengan kata lain, agama
dapat menjadi faktor pendorong yang signifikan dalam pembentukan modal
manusia dan kemajuan ekonomi. Menurut mereka, keyakinan agama individu dan
kelompok dapat memengaruhi pandangan mereka terhadap kebijakan seperti pajak,
belanja pemerintah, dan peran pemerintah dalam ekonomi. Ini berarti bahwa agama
dapat berdampak pada arah kebijakan ekonomi suatu negara. Hasil penelitian ini
memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana agama tidak hanya
memengaruhi perilaku ekonomi individu, tetapi juga dapat memengaruhi kebijakan
pemerintah yang pada gilirannya berdampak pada kesejahteraan ekonomi
masyarakat secara keseluruhan.

Berkaitan dengan itu, agama merupakan bagian penting dalam budaya. Sudut
pandang ini sejalan dengan pemikiran Weber (1905). Dengan memasukkan semua
aspek dalam penelitian, mereka menemukan apabila semakin tinggi kepercayaan
terhadap siksaan neraka, akan mendorong manusia untuk melakukan hal baik, dan
jika peningkatan ini berarti meningkatkan upaya kerja, penghematan, kejujuran,
dan sebagainya, maka masuk akal bahwa pertumbuhan ekonomi akan meningkat.
Pada dasarnya, hasil serupa diperoleh jika mengganti variabel kepercayaan pada
neraka dengan kepercayaan pada surga. Dalam kajian Nelson (2014) dinyatakan
bahwa agama secara historis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan bangsa. Dalam literatur terbaru,
pertumbuhan dan pembangunan ekonomi semakin berfokus pada efek jangka
panjang dari faktor geografis, sejarah, dan budaya terhadap produktivitas dan
pendapatan per kapita. Faktor jangka panjang tersebut secara historis telah banyak
dipengaruhi oleh agama (Spolaore & Wacziarg, 2013).

Dalam penelitian terkini terdapat beberapa temuan yang saling bertolak
belakang. Hal ini memunculkan kompleksitas hubungan agama dengan ekonomi.
Eum (2011) menyatakan agama adalah topik yang sensitif dan harus penuh kehati-
hatian dalam menyatakan hubungannya dengan variabel ekonomi. Dalam
penelitiannya ditemukan bahwa tingkat religiositas tidak memiliki pengaruh
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil tersebut berbeda dengan temuan
Barro dan McCleary (2003) dengan menggunakan periode waktu yang berbeda.
Eum (2011) juga menguji temuan Montalvo dan Reynal-Querol (2003) tentang
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hubungan keberagaman agama dengan pertumbuhan ekonomi yang dianggap tidak
signifikan. Hasilnya adalah fragmentasi dan polarisasi agama berpengaruh
signifikan pada pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan himpunan data yang
telah diperbaharui.

Sejalan dengan temuan Eum (2011), Durlauf et al., (2011) juga mencoba
menguji temuan Barro dan McCleary (2003) menggunakan data yang sama dan
melakukan replikasi sebagian besar hasil temuan mereka. Dengan menggunakan
metode bayesian moving average, Durlauf et al., (2011) tidak menemukan bukti
yang kuat bahwa religiositas secara kuantitatif penting bagi pertumbuhan ekonomi.
Tidak ada bukti bahwa keyakinan agama (seperti keyakinan akan adanya neraka
atau surga) memiliki hubungan langsung yang kuat dengan pertumbuhan ekonomi.
Satu-satunya temuan mereka yang sesuai dengan temuan Barro dan McCleary
(2003) adalah terdapat bukti terbatas bahwa kehadiran di tempat ibadah setiap bulan
mungkin berdampak buruk pada pertumbuhan. Akan tetapi, Saqueira et al., (2017)
menemukan hal yang berbeda dimana partisipasi dalam kegiatan keagamaan
(diukur dengan kehadiran di gereja) tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Listiono (2020) mencoba menguji pengaruh agama yang diproksi dengan
jumlah lembaga agama (rumah ibadah) terhadap pertumbuhan ekonomi di
Indonesia. Hasilnya, secara statistik terbukti bahwa jumlah lembaga keagamaan
pada agama Protestan dan Hindu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, tidak ada bukti kuat bahwa jumlah lembaga keagamaan pada agama
Islam dan Katolik berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Penelitiannya merujuk pada penelitian Wang dan Lin (2014) di China yang
menggunakan jumlah lembaga keagamaan sebagai proksi dari agama, dimana
lembaga Islam dan Buddha berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menyarankan agar dapat menggunakan
variabel lain sebagai proksi dari agama untuk memperkaya pengetahuan tentang
hubungan agama dan ekonomi. Ramoutar (2021) menemukan bahwa agama yang
diproksi dengan persentase masyarakat yang menganggap agama dalam kehidupan
memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Karachuka (2018) berpendapat peran agama dalam kinerja ekonomi terutama

melalui jaringan kelompok kecil agama. Kelompok-kelompok ini membentuk
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jaringan sosial yang memungkinkan individu untuk melakukan mekanisme
penegakan kontrak non-formal. Kelompok agama tersebut apabila dilihat dari aspek
kelembagaan dapat menciptakan modal sosial melalui jaringan yang meningkatkan
kerja sama dan mengurangi biaya transaksi. Karena interaksi antara lembaga dan
organisasi diharapkan dapat membentuk evolusi kelembagaan dan kinerja ekonomi.
Agama-agama yang memiliki bentuk organisasi komunal daripada struktur vertikal
(hierarki), sehingga memungkinkan banyak sub-komunitas denominasi yang
berbeda dalam suatu masyarakat, dapat lebih bermanfaat bagi perkembangan dan
pertumbuhan. Lembaga tersebut mungkin tidak hanya memberikan efisiensi alokasi
dan produksi, tetapi juga efisiensi adaptif yang merupakan kunci pertumbuhan
jangka panjang. Namun, efek ini dapat berubah menjadi negatif tergantung pada ini
peran lembaga dalam menyebabkan permusuhan dan pengucilan kelompok.
Hubungan antara agama dan pertumbuhan ekonomi merupakan hubungan
timbal balik (Palanca, 1986). Di satu sisi agama merupakan faktor pendorong
kegiatan ekonomi dan menunjukkan transformasi perubahan struktur masyarakat
dan perekonomian. Namun di sisi lain, agama berubah karena dipengaruhi oleh
perkembangan sosial dan ekonomi. Pengaruh agama dalam pembangunan
melibatkan faktor motivasi dan kelembagaan, dimana keduanya merupakan faktor
penting dalam pembangunan suatu negara. Seperti yang dikemukakan oleh tesis
Weber (1905) bahwa dalam pendekatan motivasi, pertumbuhan ekonomi
dirangsang oleh etika ekonomi yang diberikan oleh agama, terutama dalam etika
Protestan yang mendorong aktivitas kewirausahaan dan pengumpulan kekayaan.
Etika mendorong seseorang tidak hanya untuk bekerja dan mengumpulkan uang
tetapi juga bagaimana menyimpan dan menginvestasikan uangnya di tempat yang
produktif. Palanca melihat bahwa sikap terhadap bisnis dan pekerjaan inilah yang
disebut Weber rasional, berhati-hati, merencanakan, dan mempertimbangkan
segala sesuatu dalam tindakan. Sedangkan dari pendekatan institusional, agama
mempengaruhi budaya, perilaku, dan perubahan struktur sosial dan ekonomi.
Herzer dan Strulik (2017) menguji hubungan jangka panjang antara religiositas
dan pendapatan menggunakan tingkat kehadiran di tempat ibadah. Mereka
menemukan bahwa terdapat hubungan negatif jangka panjang antara tingkat

religiositas dengan tingkat pendapatan, yang diukur dengan PDB per kapita.
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Kausalitas jangka panjang berjalan dua arah, pendapatan yang lebih tinggi
mengarah pada penurunan religiositas dan penurunan religiositas mengarah pada
pendapatan yang lebih tinggi.

Dalam penelitian ini, dilakukan analisis deskriptif dan komparatif terkait
dengan hasil pembangunan ekonomi menurut hubungan agama dengan negara.
Gambar 2 perubahan perubahan PDB per kapita (PPP, dalam dolar internasional
konstan 2017) antara tahun 1990 dengan 2022 berdasarkan jenis hubungan antara
agama dan pemerintah. Bentuk negara dalam Gambar 5 mengikuti klasifikasi yang
dilakukan oleh Kishi et al., (2017), yaitu negara yang memiliki agama resmi, negara
yang memiliki preferensi terhadap agama, negara sekuler, dan negara yang
berseteru dengan institusi agama. Selama 33 tahun terakhir pendapatan per kapita
penduduk dunia menunjukkan kecenderungan mengalami peningkatan. Negara
dengan agama resmi memiliki PDB per kapita tertinggi, meningkat signifikan dari
$21,742 pada tahun 1990 menjadi $30,580 pada tahun 2022. Tren ini menunjukkan
bahwa integrasi nilai-nilai agama dalam struktur pemerintahan dapat
menumbuhkan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan ekonomi.

Demikian pula, negara tanpa agama resmi atau yang diutamakan menunjukkan
pertumbuhan yang besar, dari $13,440 pada tahun 1990 menjadi $24,640 pada
tahun 2022. Negara dengan agama negara yang diutamakan atau didukung
mencatat pertumbuhan moderat, dari $9,129 pada tahun 1990 menjadi $18,694
pada tahun 2022. Sementara itu, negara dengan hubungan yang bermusuhan dengan
institusi keagamaan memiliki PDB per kapita terendah, meskipun juga
menunjukkan peningkatan yang signifikan dari $5,243 pada tahun 1990 menjadi
$12,977 pada tahun 2022. Data ini menyoroti hierarki yang jelas dalam kinerja
ekonomi berdasarkan jenis hubungan antara agama dan negara, dengan negara
beragama resmi berada di posisi teratas dan negara dengan hubungan bermusuhan
berada di posisi terbawah, menunjukkan pengaruh struktur pemerintahan terhadap

hasil ekonomi.
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Gambar 2. Perubahan PDB Per Kapita Berdasarkan Hubungan Agama-Negara
Sumber: World Bank, 2022 (diproses)

Selanjutnya, Gambar 3 melengkapi data dari Gambar 2 dengan menyoroti PDB
per kapita pada tahun 2022 berdasarkan negara dengan afiliasi agama utama, yaitu
negara Yahudi, Kristen, Muslim, dan Buddha, yang memberikan perspektif
tambahan terhadap hubungan antara agama dan kesejahteraan ekonomi. Negara
Yahudi mencatat PDB per kapita tertinggi sebesar $44,393, diikuti oleh negara
Kristen dengan $37,156, negara Muslim sebesar $27,431, dan negara Buddha
dengan $4,534. Hirarki dalam kinerja ekonomi ini menggarisbawahi pengaruh
signifikan hubungan antara agama dan negara terhadap hasil ekonomi (Basedau et
al., 2018). Negara-negara dengan hubungan agama yang lebih positif terhadap
pemerintah, cenderung memiliki PDB per kapita yang lebih tinggi, seperti yang
terlihat pada negara Yahudi dan Kristen dengan angka PDB tertinggi. Sebaliknya,
negara Buddha, dengan PDB per kapita terendah sebesar $4,534, mungkin lebih
sering ditemukan di negara dengan hubungan agama-negara yang kurang
mendukung. Situasi ini menunjukkan bahwa kurangnya hubungan positif antara

agama dan pemerintahan dapat menghambat pembangunan ekonomi. Ketimpangan
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kinerja ekonomi di antara afiliasi agama menyoroti perlunya analisis yang lebih
mendalam tentang bagaimana struktur tata kelola dan konteks agama yang berbeda

memengaruhi hasil ekonomi (Qayyum et al., 2019).
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Gambar 3. Kinerja Ekonomi berdasarkan Agama Resmi Negara pada Tahun 2022
Sumber: Bank Dunia, 2022 (diolah)

Apabila dianalisis berdasarkan kelompok pendapatan, terlihat bahwa pada
kelompok pendapatan tinggi, negara beragama Islam memiliki PDB per kapita
tertinggi sebesar $64,584, diikuti oleh negara Kristen sebesar $51,789, dan negara
Yahudi sebesar $44,393 (lihat Gambar 4). Data ini menunjukkan bahwa negara-
negara Muslim, terlepas dari persepsi umum, dapat mencapai kinerja ekonomi yang
substansial, khususnya dalam kelompok pendapatan yang lebih tinggi (Devi, 2023).
Pada kelompok pendapatan menengah atas, negara Kristen mencatat PDB per
kapita sebesar $19,155, sedikit lebih tinggi dibandingkan negara Islam sebesar
$16,761. Sementara itu, pada kelompok pendapatan menengah bawah, negara Islam
kembali menunjukkan keunggulan dengan PDB per kapita sebesar $8,515, jauh
lebih tinggi dibandingkan negara Buddha ($4,534) dan negara Kristen ($3,366).
Pengamatan ini menunjukkan bahwa hubungan antara agama resmi negara dan
kinerja ekonomi dapat sangat bervariasi tergantung pada konteks pendapatan

negara. Kompleksitas faktor struktural dan historis yang memengaruhi ekonomi ini
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terbukti, karena negara-negara dengan struktur tata kelola yang mendukung yang
mengintegrasikan nilai-nilai agama cenderung berkinerja lebih baik secara ekonomi
(Navarro & Skirbekk, 2018). Selain itu, kesenjangan antar afiliasi agama dan
kelompok pendapatan menggarisbawahi pentingnya menganalisis bagaimana tata
kelola, kebijakan ekonomi, dan konteks agama berinteraksi untuk membentuk hasil
ekonomi. Para pembuat kebijakan harus mempertimbangkan dinamika ini saat
merumuskan strategi yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
dan mengatasi kesenjangan dalam dan antar komunitas agama (Stolz & Usunier,

2019).

High income Upper middle income Lower middle income

64,584

65K |___]

60K
55K 51,789

50K
44,393

45K D

40K

30K

25K
19,155

20K 16,761

15K

GDP per capita, PPP (constant 2017 international $) ¥

8,515

[

Islam Christianity Judaism Christianity Islam Islam Buddhism Christianity

10K

5K

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0K |

|
|
|
|
|
|
|
|
I
I
|
|
I
I
|
|
|
|
|
|
|
I
|
i
35K |
|
|
I
I
I
|
I
|
|
|
|
|
I
|
|
I
|
|
|
|
|
|
|

Gambar 4. Kinerja Ekonomi berdasarkan Kelompok Pendapatan dan Agama
Resmi Negara pada Tahun 2022
Sumber: Bank Dunia, 2022 (diolah)

Gambar 5 memberikan rincian lebih lanjut tentang kinerja ekonomi
berdasarkan PDB per kapita (PPP) pada tahun 2022 dari negara-negara dengan
agama resmi, yang melengkapi informasi pada Gambar 4 sebelumnya. Dari data
ini, terlihat bahwa negara-negara Islam menunjukkan variasi kinerja ekonomi yang
signifikan. Qatar memiliki PDB per kapita tertinggi sebesar $96,558, diikuti oleh
Uni Emirat Arab dengan $74,918, Bahrain $51,855, dan Arab Saudi $50,188.
Angka-angka ini menunjukkan bahwa negara-negara Islam tertentu telah berhasil

memanfaatkan sumber daya alam dan struktur tata kelola mereka untuk mencapai
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tingkat kemakmuran ekonomi yang tinggi (Boukhatem & Moussa, 2018).
Kekayaan yang substansial di negara-negara ini dapat dikaitkan dengan
pengelolaan sumber daya minyak dan gas yang efektif, serta sistem keuangan yang
kuat yang mendukung pertumbuhan ekonomi (Quadri, 2023). Negara-negara Islam
seperti Kuwait, Malaysia, dan Maladewa juga mencatat angka PDB per kapita yang
kompetitif, masing-masing sebesar $49,400, $28,384, dan $21,271. Sebaliknya,
negara-negara Islam seperti Pakistan ($5,377) dan Mauritania ($5,330)
menunjukkan kinerja ekonomi yang lebih rendah, mencerminkan adanya
kesenjangan yang besar di antara negara-negara yang memiliki agama resmi Islam.
Hal ini menunjukkan bahwa terdapat rentang kinerja ekonomi yang lebih luas di
antara negara-negara Islam, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kualitas tata
kelola, diversifikasi ekonomi, dan investasi dalam modal manusia (Bardiah, 2024;
Adom, 2024).

Di sisi lain, negara-negara Kristen juga menunjukkan kinerja ekonomi yang
bervariasi, dengan Norwegia mencatat PDB per kapita tertinggi sebesar $67,296,
diikuti oleh Denmark ($59,935) dan Islandia ($55,567). Negara-negara Kristen
lainnya, seperti Yunani ($31,704), Republik Dominika ($19,338), dan Armenia
($16,057), mencatat PDB per kapita yang lebih rendah. Selain itu, negara dengan
agama resmi Yudaisme, yaitu Israel, mencatat PDB per kapita sebesar $44,393,
sementara negara dengan agama resmi Buddha, Kamboja, mencatat PDB per kapita
terendah sebesar $4,534. Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun agama
resmi dapat menjadi salah satu faktor penting dalam struktur negara, kinerja
ekonomi juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti sumber daya alam, kebijakan
pemerintah, dan tingkat pembangunan sosial. Gambar 5 mempertegas kesenjangan
ekonomi tidak hanya antaragama resmi negara tetapi juga di antara negara-negara

dalam satu agama resmi.
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Gambar 5. Kinerja Ekonomi Negara-negara dengan Agama Resmi Negara pada
Tahun 2022
Sumber: Bank Dunia, 2022 (diolah)

Hubungan antara agama resmi suatu negara dan kinerja ekonominya
menunjukkan bahwa struktur institusional agama dapat memengaruhi stabilitas
politik dan pembangunan ekonomi. Salah satu sebab utama perbedaan ini adalah
bagaimana agama digunakan sebagai alat legitimasi politik dan sosial oleh
pemerintah (Turbucz, 2023). Negara dengan agama resmi cenderung memiliki
struktur pemerintahan yang stabil karena agama dapat memberikan landasan moral
dan etika yang memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Fox &
Breslawski, 2023). Namun, stabilitas ini tidak selalu berbanding lurus dengan
kinerja ekonomi, karena masih bergantung pada kemampuan negara dalam
mengelola sumber daya alam, mengimplementasikan kebijakan pembangunan,
pendidikan dan modal manusia, dan kepercayaan terhadap lembaga pemerintah
(Zapotichna, 2022; Autiero, 2018; Del-Castillo-Feito et al., 2020).

Perbedaan signifikan dalam kinerja ekonomi antar negara dalam satu
kelompok agama resmi juga menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti sumber daya
alam dan tata kelola pemerintahan memiliki peran yang lebih besar dibandingkan
agama itu sendiri. Negara-negara kaya sumber daya, seperti Qatar dan Norwegia,
mampu memanfaatkan sumber daya alam dan stuktur tata kelola mereka untuk

menciptakan tingkat kesejahteraan yang tinggi (Kuran, 2018; Bardiah & Herawi,
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2024). Kekayaan Qatar dari minyak dan gas telah memungkinkannya mencapai
PDB per kapita dan tingkat kesejahteraan yang tinggi, sementara Norwegia, dengan
negara kesejahteraan yang kuat dan tata kelola yang efektif, telah memanfaatkan
sumber dayanya untuk mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.
Sebaliknya, negara-negara dengan sumber daya terbatas dan tata kelola yang lemabh,
seperti Mauritania atau Zambia, menghadapi tantangan dalam meningkatkan PDB
per kapita meskipun memiliki agama resmi yang sama. Hal ini menegaskan bahwa
agama resmi hanya menjadi salah satu elemen dari sistem yang lebih kompleks
dalam menentukan kinerja ekonomi suatu negara (Petach, 2023).

Implikasi dari temuan ini sangat penting bagi pembuat kebijakan, terutama di
negara-negara dengan agama resmi. Sementara agama dapat memberikan stabilitas
politik dan landasan sosial, kebijakan ekonomi yang inklusif dan berbasis pada
pembangunan berkelanjutan tetap menjadi faktor utama untuk mencapai
kesejahteraan. Selain itu, pengelolaan hubungan antara agama dan negara harus
memastikan bahwa agama tidak menjadi sumber eksklusivitas atau diskriminasi
yang dapat menghambat partisipasi ekonomi kelompok lain (Handoko, 2024;
Zagonari, 2024; Mawardi et al., 2023; Aman et al., 2019). Dengan
mempertimbangkan faktor struktural dan institusional secara holistik, negara dapat
menciptakan sinergi antara nilai-nilai agama dan pembangunan ekonomi yang

berkelanjutan (Busro, 2024; Kulzhanova et al., 2021; Renger et al., 2024).
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4 PENUTUP

Penelitian menyoroti hubungan yang dinamis dan kompleks antara agama,
negara, dan ekonomi. Agama, ketika diintegrasikan dalam sistem konstitusi negara,
sering berfungsi sebagai landasan moral yang memperkuat legitimasi politik dan
stabilitas sosial. Negara dengan agama resmi umumnya menunjukkan tingkat
kemakmuran yang lebih tinggi, sebagaimana terlihat dari indikator pendapatan per
kapita yang signifikan. Namun, stabilitas dan kinerja ekonomi ini tidak sepenuhnya
dapat dijelaskan oleh agama semata. Faktor-faktor seperti tata kelola yang baik,
pemanfaatan sumber daya yang bijaksana, serta investasi dalam pendidikan dan
modal manusia memainkan peran penting dalam menentukan hasil ekonomi.

Variasi kinerja ekonomi di antara negara-negara dengan agama resmi
mencerminkan pentingnya konteks lokal. Beberapa negara, seperti Qatar dan
Norwegia, mampu memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah dan sistem
tata kelola yang kuat untuk menciptakan tingkat kesejahteraan yang tinggi.
Sebaliknya, negara-negara dengan sumber daya terbatas atau tata kelola yang lemah,
seperti Mauritania, menghadapi tantangan yang signifikan dalam mencapai
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini menegaskan bahwa agama resmi
tidak selalu menjadi penentu utama kemakmuran, tetapi lebih berfungsi sebagai
salah satu elemen dalam sistem yang lebih besar yang dipengaruhi oleh struktur
kelembagaan dan kebijakan pembangunan.

Untuk itu, kebijakan yang mendukung integrasi nilai-nilai agama dengan
prinsip pembangunan inklusif dan berkelanjutan perlu dirumuskan secara hati-hati.
Pemerintah harus memastikan bahwa keberadaan agama dalam sistem politik tidak
menjadi sumber diskriminasi, melainkan alat untuk mendorong partisipasi ekonomi
yang lebih luas. Diversifikasi ekonomi, investasi dalam modal manusia, dan
peningkatan tata kelola adalah langkah-langkah penting yang dapat memastikan
bahwa agama, sebagai landasan sosial dan moral, juga dapat berkontribusi secara
konstruktif terhadap pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Dengan
demikian, sinergi antara stabilitas sosial yang disediakan oleh agama resmi dan
kebijakan pembangunan ekonomi yang progresif dapat menjadi pilar utama dalam

mencapai kemakmuran bersama.
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